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IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM
KERANGKA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA

Miranu Triantoro
STKIP PGRI Blitar
Mir.stkip@gmail.com

Abstrak: Otonomi daerah merupakan sebuah mekanisme penyel enggaraan pemerintah-
an yang terkait dengan pola hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah yang pelak-
sanaannya berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang No-
mor 33 tahun 2004. Dengan demikian dalam implementasinya diperlukan kearifan dan
tanggungjawab dari pemimpin daerah untuk tetap berpijak pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Otonomi daerah diharapkan mampu melahirkan tatanan daerah
yang kuat sebagai pilar dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata kunci: Otonomi Daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Abstract: Regional autonomy isagovernance management mechanism inassociated with
the pattern of the relationship between central and local governments whose implementa-
tion is based on Law number 32 in 2004 and number 33 in 2004. Thus the implementa-
tion of the regional autonomy is requiredwisdom and responsibility of local leaders to
remain grounded in the existing laws and regul ations nowadays. Regional autonomy is
expected to be able to make a strong regional structure asapillar in realizing the Unitary

Republic of Indonesia.

Keywords: Regional autonomy, the Unitary Republic of Indonesia.

PENDAHULUAN

Memasuki tahun kelimabelasusiarefor-
masi sebagai jawaban atas praktek penyeleng-
garaan tata pemerintahan yang sesuai dengan
landasan kostitusional Undang-undang Dasar
1945, kondisi kehidupan ketatanegraan kita
masih belum menunjukkan perbaikan yang
berarti, artinya masih banyak probematika-
problematikayang mengiringi perubahan sis-
tem pemerintahan dari yang cenderung kearah
sentralisasi pada saat orde baru menuju desen-
tralisasi yang diharapkan pada erareformasi.

Secarayuridis formal, pemerintah di era
reformasi telah mengeluarkan dua kebijakan
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tentang otonomi daerah sebagai pegangan da-
lam menjalankan roda pemerintahan di daerah,
yakni Undang-undang No. 22 tahun 1999 ten-
tang pemerintahan daerah dan Undang-undang
Nomer 25 tahun 1999 tentang perimbangan
keuangan antara pemerintahan pusat dan
daerah, yang kemudian karena dalam imple-
mentasinya masih banyak kelemahan-kele-
mahan selanjutnya dilakukan revisi dengan
Undang-undang Nomer 32 tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah dan Undang-undang
Nomer 33 tahun 2004 tentang per-imbangan
keuangan antara pemerintahan pusat dan
daerah.
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K eberadaan Undang-undang sebagai ma-
na tersebut di atas, secara konseptual adalah
untuk lebih mewujudkan tata kehidupan ma-
syarakat yang lebih sgjahterabaik melalui pe-
ningkatan pelayanan, pemberdayaan dan pe-
ran masyarakat disamping juga agar pelaksa-
naan pemerintahan berjalan lebih efektif dan
efisien. Hal ini dapat kitalihat dari dasar per-
timbangan keluarnya Undang-Undang No. 32
tahun 2004 sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pe-
merintahan daerah sesuai dengan amanat
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, pemerintahan
daerah, yang mengatur dan mengurus sen-
diri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejah-
teraan masyarakat melalui peningkatan,
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat, serta peningkatan daya saing
daerah dengan memperhatikan prinsip de-
mokrasi, pemerataan, keadilan, keistime-
waan dan kekhususan suatu daerah dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indone-
Sa

2. bahwaefisiensi dan efektivitas penyeleng-
garaan pemerintahan daerah perlu diting-
katkan dengan | ebih memperhatikan aspek-
aspek hubungan antar susunan pemerintah-
an dan antar pemerintahan. daerah, potensi
dan keanekaragaman daerah, peluang dan
tantangan persaingan global dengan mem-
berikan kewenangan yang seluas-luasnya
kepada daerah disertai dengan pemberian
hak dan kewajiban menyelenggarakan
otonomi daerah dalam kesatuan sistem pe-
nyelenggaraan pemerintahan negara;

Implementasi Undang-undang otonomi
daerah sebagaimana tersebut di atas, masih
jauh dari harapan tercapainya peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan efisiensi dari
pel aksanaan tata pemerintahan. Hal ini dapat
dilihat dari berbagai fakta yang ada, dimana
telah terjadi berbagai problema sebagai ekses
dari pelaksanaan otonomi daerah yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misal-
nyasajaterjadinyakenaikan pajak daerah yang
tinggi dengan dalih untuk keperluan pemba-

ngunan daerah, banyaknya praktek-praktek
korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah,
sebagaimana yang dilansir oleh harian
Kompas pada hari Senin tangal 20 Juni 2011
(dalam mukhlas Samani, 2011, 4), bahwa se-
panjang tahun 2004 — 2011 kementerian da-
lam negeri mencatat sebanyak 158 kepala
daerahnyangterdiri dari gubernur, bupati, dan
wali kota tersangkut korupsi. Fakta yang le-
bih memprihatinkan adalah masih kurang
fahamnya berbagai kepala daerah dalam
memaknai konsep desentralisasi sebagai satu
system yang harus dilaksanakan dalam
kerangka Negara K esatuan Republik Indone-
sia. Sehinggajikahal ini tidak segeradilaku-
kan antisipasi akan membahayakan persatuan
dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tung-
gal ika

OTONOMI DAERAH

Konsep otonomi daerah, yang menjadi
tuntutan di awal reformasi disamping sebagai
amanat yang harus dil aksanakan berdasarkan
pasal 18 UUD 1945 jugasebagai tuntutan dari
berbagai wilayah yang merasa banyak
dirugikan dengan terjadinya praktek sentral-
isasi yang dijalankan semasa orde baru, kare-
na banyak permasal ahan-permasalahan yang
muncul di daerah tidak segera mendapatkan
penanganan-penanganan yang semestinyadari
pemerintahan pusat, sedangkan daerah pada
saat itu tidak diberi kewenangan dan tanggung
jawab untuk menyel esaikannya.

Berdasarkan kepada pasal 18 Undang-
undang Dasar 1945 yang telah diamandemen,
kita dapat melihat secara jelas konsep desen-
tralisasi dan otonomi daerah yang seharusnya
menjadi pilar dalam pelaksanaan tata peme-
rintahan, yang secara rinci dapat dikemuka-
kan sebagai berikut:

Pasal 18
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi
atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota,
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota
itu mempunyai pemerintahan daerah, yang
diatur dengan undang-undang.** )



(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupa-
ten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan.**)

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupa:
ten, dan kotamemiliki Dewan Perwakilan Rak-
yat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum.** )

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-ma-
sing sebagai kepala pemerintah daerah
provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara
demokratis.**)

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi
seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan
yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
urusan Pemerintahan Pusat.**)

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan
peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain
untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan.** )

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan peme-
rintahan daerah diatur dalam undang-un-
dang.** )

Pasal 18A

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat
dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten,
dan kota, atau provins dan kabupaten dan kota,
diatur dengan undang-undang dengan memper-
hatikan kekhususan dan keragaman daerah.**)

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pe-
manfaatan sumber dayaalam dan sumber daya
lainnya antara pemerintah pusat dan pemerin-
tah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil
dan selaras berdasarkan undang-undang.** )

Pasal 18B

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-
satuan pemerintahan daerah yang bersifat khu-
sus atau bersifat istimewa yang diatur dengan
undang-undang.**)

(2) Negaramengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-
hak tradisional nya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang.**)

Ketentuan sebagaimana di atur dalam
pasal 18 UUD 1945 tersebut secarajelastelah
mengatur batas-batas kewenangan pemerin-
tahan daerah, yang dengan asas otonomi dan
tugas perbantuan dapat menjalankan otonomi
seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan
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yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
urusan Pemerintahan Pusat.

Dengan mempergunakan asas otonomi
tersebut suatu daerah memiliki hak, wewe-
nang, dan kewajiban yang bersifat otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Sedangkan dengan asas tugas
perbantuan berarti pemerintah dapat membe-
rikan penugasan kepada daerah dan/atau desa
dari pemerintah proving kepada kabupaten/
kota dan/atau desa serta dari pemerintah ka-
bupaten kota kepada desa untuk melaksana-
kan tugas tertentu.

Berdasarkan asas otonomi dan tugas
perbantuan tersebut, maka daerah semakin
mempunyai peluang untuk mengembangkan
wilayahnya secara transfaran sesuai dengan
eksistensinya, diperlukan kreatifitas dan
aktifitas yang nyata dari daerah dengan
mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat.
Oleh karenaitulah Syaukani (2009, 173-175)
merumuskan visi otonomi daerah kedalamtiga
ruang loingkup interaksi utama, yakni politik,
ekonomi dan social budaya.

Dalam bidang politik, otonomi adalah
buah dari kebijakan desentralisasi dan
demokratisasi, sehinggaiaharusdifahami se-
bagai sebuah proses untuk membuka ruang
bagi |ahirnyakepal apemerintahan daerah yang
dipilih secarademokratis, memungkinkan ber-
langsungnya penyelenggaraan pemerintahan
yang responsive terhadap kepentingan masya-
rakat luas, dan memelihara suatu mekanisme
pengambilan keputusan yang taat pada asas
pertanggungjawaban publik. Demokratisasi
pemerintahan jugaberarti transfarans kebijak-
an, artinyauntuk setiap kebijakan yang diam-
bil, harus jelas siapa yang memprakarsa ke-
bijakan itu, apatujuannya, berapaongkosyang
harus dipikul, siapa yang diuntungkan, apa
resiko yang harus ditanggung, dan siapayang
harus bertangungjawab jika kebijakan itu
gagal. Otonomi daerah jugaberarti kesempat-
an untuk membangun struktur pemerintahan
yang sesuai dengan kebutuhan daerah, mem-
bangun system dan polakarier politik dan ad-
ministras yang kompetitif sertamengembang-
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kan system manejemen pemerintahan yang
efektif.

Di bidang ekonomi, otonomi daerah
disatu pihak harus menjamin lancarnya pel ak-
sanaan kebijkan ekonomi nasional di daerah,
dan di pihak lain terbukanya peluang bagi
pemenitah daerah mengembangkan kebijak-
an regional dan local untuk mengoptimalkan
pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.
Dalam konteksini, otonomi daerah akan me-
mungkinkan lahirnyaberbagai prakarsapeme-
rintah daerah untuk menawarkan fasilitas
investasi, memudahkan proses perizinan usa-
ha, dan membangun berbagai infrastruktur
yang menunjang perputaran ekonomi di
daerahnya. Dengan demikian otonomi daerah
akan membawa masyarakat ke tingkat
kesgjahteraaan yang lebih tinggi dari waktu
ke waktu.

Di bidang socia budaya, otonomi daerah
harus dikelolasebaik mngkin demi terciptanya
dan terpeliharanya harmoni social, dan pada
saat yang sama memelihara nilai-nilai local
yang dipandang bersifat kondusif terhadap
kemampuan masyarakat merespon dinamika
kehidupan di sekitarnya.

NEGARA KESATUAN REPUBL IK
INDONESIA

Keberadaan Indonesia sebagai negara
kesatuan ini secara tegas telah termaktub da-
lam pasal 1 (ayat 1) Undang-undang Dasar
1945 yang berbunyi “Negara Indonesia ada-
lah Negara Kesatuan yang berbentuk Repu-
blik”. Konsep negara kesatuan ini mengan-
dung makna bahwa negara yang telah
diproklamasikan sejak tanggal 17 Agustus
1945 tersebut, memiliki susunan tunggal de-
ngan kata lain tidak boleh ada negara di da-
lam negara. Dengan demikian maka daerah-
daerah besar maupun kecil yang adadi dalam-
nya merupakan bagian wilayah dari negara
kesatuan republik Indonesia.

Komitmen bangsa Indonesia untuk
senantiasa menegakkan negara kesatuan Re-
publik Indonesia secara historis sudah tercer-
min sgjak awal perjuangan mempertahankan
kemerdekaan hinggamasareformas sekarang
ini. Oleh karena itu wajar jikalau Majelis

Permusyawaratan Rakyat sebelum melakukan

amandemen terhadap Undang-undang Dasar

1945 telah bersepakat untuk tidak mengubah

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan

bentuk negara K esatuan Republik Indonesia.

Kedudukan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, disamping ditegaskan kedalam
pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dinia
keempat dan batang tubuh UUD 1945 pasal 1
ayat (1) jugadirumuskan dalam beberapapasal
yang sekaligus memperkokoh akan keduduk-
annya dalam system ketatanegaraan kita.
Diantarapasal-pasal dalam batang tubuh UUD
1945 yang secara langsung menyebutkan
Negra Kesatuan Republik Indonesia adalah
padapasal 18 ayat (1) dan pasal 18 B ayat (2),
pasal 25 A dan pasal 37 ayat (5) yang secara
lengkap akan dikemukakan berikut ini.

Pasal 18 ayat (1)

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi
atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota,
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota
itu mempunyai pemerintahan daerah, yang
diatur dengan undang-undang.**

Pasal 18B ayat (2)

(2) Negaramengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-
hak tradisional hya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang.** )

Pasal 25A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah se-

buah negara kepulauan yang berciri Nusantara

dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan dengan undang-undang.**)

Pasal 37 ayat (5)

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesiatidak dapat dilakukan per-
ubahan.**** )

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas
memberikan landasan konstitusional yang sa-
ngat kuat sekali dalam tatanan kehidupan
kenegaraan di Indonesia, bahwa wilayah-wi-
layah Indonesia yang terdiri dari berbagai
pulau, daerah-daerah, dengan beranekaragam
budaya, bahasa, adat-istiadat, kepercayaan
maupun agama tersebut merupakan satu
rangkaian yang utuh dan tidak bisa dilepas-
pisahkan.



OTONOMI DAERAH SEBAGAI
IMPLEMENTASI DARI NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Pemberlakuan Undang-undang Otonomi
Daerah di awal reformasi melalui Undang-
undang No. 22 tahun 1999 Jo Undang-undang
Nomor 33 tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah dan Undang-undang Nomer 25 tahun
1999 Jo. Undang-undang Nomor 33 tahun
2004 tentang perimbangan keuangan antara
pemerintahan pusat dan daerah, telah mem-
bawa nuansa baru bagi pelaksanaan pemerin-
tahan di Indonesia, khususnyatentang konsep
penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Dengan ketentuan ini pemerintahan daerah
dapat dengan leluasa untuk mengatur
wilayahnya dalam rangka meningkatkan ke-
sejahteraan warga masyarakatnya. Namun
demikian bukan berarti pemerintahan daerah
terlepas dari kerangka negara kesatuan, se-
hingga memiliki kewenangan yang bebas da-
lam mengelola daerahnya, akan tetapi harus
juga didasarkan kepada pertangungjawaban
dan hubungan kerjasamayang baik antara pe-
merintahan pusat, daerah, kabupaten/ kota
maupun desa, sehingga semua kebijakan dan
pelaksanaan tata pemerintahan benar-benar
dapat terkontrol dan seiring dengan ketentuan
yang ada dalam undang-undang otonomi
daerah.

Konsep tatahubungan dan pembagian
kewenangan antara pemerintah pusat dan
daerah dalam menjalankan roda pemerintah-
an dapat dilihat secarajelas padaBab I11 ten-
tang Pembagian Urusan Pemerintahan pasal
10 s.d 21, yang diantaranya dapat dikemuka-
kan sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan
urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan
yang oleh Undang-Undang ini ditentukan men-
jadi urusan Pemerintah.

(2) Dalam menyel enggarakan urusan pemerintah-
an, yang menjadi kewenangan daerah sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan
daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan.
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(3)Urusan pemerintahan yang menjadi urusan
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

politik luar negeri;

pertahanan;

keamanan;

yustisi;

moneter dan fiskal nasional; dan

agama.

(4) Dalam menyel enggarakan urusan pemerintah-
an sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pe-
merintah menyelenggarakan sendiri atau da-
pat melimpahkan sebagian urusan pemerintah-
an kepada perangkat Pemerintah atau wakil
Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan
kepada pemerintahan daerah dan/atau peme-
rintahan desa

(5)Dalam urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah di luar urusan peme-
rintahan sebagai mana dimaksud padaayat (3),
Pemerintah dapat:

a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan
pemerintahan;

b. melimpahkan sebagian urusan pemerintah-
an kepada Gubernur selaku wakil Pemerin-
tah; atau

¢. menugaskan sebagian urusan kepada peme-
rintahan daerah dan/atau pemerintahan desa
berdasarkan asas tugas pembantuan.

S0 Q0T

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi
berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabili-
tas, dan efisiensi dengan memperhatikan
keserasian hubungan antar susunan pemerin-
tahan.

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan seba-
gaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pelaksanaan hubungan kewenangan antara
Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi,
kabupaten dan kota atau antar pemerintahan.
daerah yang saling terkait, tergantung, dan
sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.

(3)Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintahan daerah, yang
diselenggarakan berdasarkan kriteria se-
bagai manadimaksud padaayat (1), terdiri atas
urusan wajib dan urusan pilihan.

(4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
bersifat wajib yang berpedoman pada standar
pelayanan minimal dilaksanakan secara
bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.
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Pasal 12

(1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada
daerah disertai dengan sumber pendanaan,
pengalihan sarana dan prasarana, serta
kepegawaian sesuai dengan urusan yang
didesentralisasikan.

(2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepa-
da Gubernur disertai dengan pendanaan sesual
dengan urusan yang didekonsentrasikan.

Pasal 13

(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pe-
merintahan daerah provinsi merupakan urusan
dalam skala provinsi yang meliputi:

a. perencanaan dan pengendalian pembangun-
an,

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawas-
an tata ruang;

C. penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat;

d. penyediaan sarana dan prasarana umum;

e. penanganan bidang kesehatan;

f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi
sumber daya manusia potensial;

g. penanggulangan masalah sosial lintas ka-
bupaten/kota;

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas
kabupaten/kota;

i. fasilitas pengembangan koperasi, usahak-
ecil, dan menengah termasuk lintas kabu-
paten/kota;

j. pengendalian lingkungan hidup;

k. pelayanan pertanahan termasuk lintas ka-
bupaten/kota;

|. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

m. pelayanan administrasi umum pemerintah-
an,

n. pelayanan administrasi penanaman modal
termasuk lintas kabupaten/kota;

0. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
yang belum dapat dilaksanakan oleh kabu-
paten/kota ; dan

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan
oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat
pilihan meliputi urusan pemerintahan yang
secaranyataadadan berpotensi untuk mening-
katkan kesgjahteraan masyarakat sesuai dengan
kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan
daerah yang bersangkutan.

Pasal 14
(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pe-
merintahan daerah untuk kabupaten/kota me-

rupakan urusan yang berskala kabupaten/kota

melipuiti:

a. perencanaan dan pengendalian pembangun-
an;

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawas-
an tata ruang;

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat;

d. penyediaan sarana dan prasarana umum;

e. penanganan bidang kesehatan;

f. penyelenggaraan pendidikan;

g. penanggulangan masalah sosial;

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha
kecil dan menengah;

j. pengendalian lingkungan hidup;

k. pelayanan pertanahan;

I. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

m. pelayanan administrasi umum pemerintah-
an;

n. pelayanan administrasi penanaman modal;

0. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
dan

p. urusan wagjib lainnya yang diamanatkan
oleh peraturan perundang-undangan.

(1) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang
bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan
yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggul-
an daerah yang bersangkutan.

(2) Pel aksanaan ketentuan sebagai manadimaksud
dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13
dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

K etentuan-ketentuan sebagai manaterse-
but di atas, secarajelastelah menggambarkan
betapa kebijakan otonomi daerah yang telah
dirumuskan melalui Undang-undang Nomor
33 tahun 2004 dan Nomor 33 tahun 2004,
memerlukan kearifan dan kemampuan seorang
pimpinan daerah untuk mampu memahami
dan mengimplementasikan berbagai ketentu-
an yang ada dengan penuh tanggungjawab.
baik dalam rangka membuat kebijakan-kebi-
jakan daerah maupun dalam mengelola sum-
ber daya alam yang ada. Pengelolaan sumber
daya alam yang ada bukan hanya sekedar di-
manfaatkan untuk daerah yang bersangkutan
akan tetapi harus benr-benar dapat dimanfa-
atkan sebesarbesarnyauntuk kemkmuran rak-



yat Indonesia secarakeseluruhan. Dengan de-
mikian pelaksanaan otonomi daerah bukan
berdampak pada lahirnya “raja-raja’ kecil
yang mengumpulkan pundi-pundi kekayaan
untuk diri dan keluarganya akan tetapi mam-
pu menjadi pilar yang kokoh untuk segera
mewujudkan cita-cita bangsa yakni masyara-
kat yang adil dan makmur berdasarkan Pan-
casila dalam wadah Negara Kesatuan Repu-
blik Indonesia

Pelaksanaan Otonomi daerah bukan
lantas menimbulkan sifat kedaerahan yang
sempit, akan tetapi dengan otonomi daerah
diharapkan mampu melahirkan kekuatan-ke-
kuatan di daerah yang menjadi pilar bagi
kokohnya negara kesatuan.
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